Strategi dan Program

| Direkorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
% dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2019

Disampaikan oleh Dede Nurdin, S.Pd, MASW, MDis:

Kasubag Pelaporan pada Sekretariat Ditjen Rehsos, dalam kegiatan |
Sosialisasi Perencanaan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 1
. anggaran Dekonsentrasi tahun 2019 di Provinsi Jawa Tim
T . Hotel Aria Centra, Surabaya, Rabu 5 September 201




: " Nasib Pak Udjan, Diusir Anak, Tidur
- di Atas Got...
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[Kakek Udjan terlihat tiduran di

tempat yang sangat tidak
__ layak, di atas got. Dengan
@ peralaskan kardus yang sudah
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Lansia sakit ini sudah empat hari
terlantar tak berdaya di depan SD
Widuri Indah. Menurut informasi yang
didapat petugas kelurahan Duri Utara,
Udjan masih memiliki anak, namun
tidak mau mengakuinya sebagali

orangtua. Menurut info yang kami dapat,

lansia itu mempunyai tiga orang

IKketlk.alsarf_lp’?[ll d but tid di anak. Satu orang di Kelurahan Duri
OKasl, lansia terseput tiauran dai Utara, seorang di Depok dan

atas saluran air (got) dengan seorang lagi tempat tinggalnya
kondisi sudah sakit dan sudah jauh," ujar Amir.
buang air kecil dan besar di

celana," kata



:22®WL*E_.:L.3«1£3K2°§ 3 - 6 §i ®R 3 —AREOIVENCF
i ¢C£-BL££I0- I8 ¥- 1@=2§
ﬁ"-""‘""ﬁ"'f ol - ﬁ.i

HS Ry







"Granny dumping" is a growing trend - young
_PE_:’E_Ie abandon their elders due to carecosts -
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UNDANG-UNDANG REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
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PERATURAN PEMERINTAH REPUELIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

~ a TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PERATURAN FEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NWOMOER 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
FEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9

TAHUN 2018
TENTANG

SP
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STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA




Mindset
SPM



F Arah & Prinsip
Penyelenggaraan Pemerintahan melalui otonomi lua
Referensi: Konsideran Menimbang pada UU No. 23 tahun 2014.

md' Q .. daerah mampu
jarahkan untuk

mempercepat terwujudnya meningkatkan daya saing
kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi
melalui dengan memperhatikan prinsip -prinsip
peningkatan pelayanan, demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
pemberdayaan, dan peran serta kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah
masyarakat.

\(]Ia'am sistem NKRI.
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0 prinsip o

pemerataan dan keadilan salah satunya S P M
diwujudkan melalui - standar Pelayanan Minima
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Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Nempriian N/

mEPURLN
INDOKNEELS

Lambatnya penurunan angka kemiskinan

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
(Peringkat HDI Indonesia 2016: 113 dari 188 Negara)

Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan
rentan mendapatkan pelayanan dasar

Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam
mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan




Maksud Pengaturan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 23 th. 2014

Referensi: Konsideran [Menimbang,, Poin b dan ¢.” UU No. 23 1n 2014.
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“Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraar)
pemerintahan daerah berbasis

PEMBAGIAN URUSAN"
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Efekti ntahan

UU 32 /2004
mencari keseimbangan
) hsiens) can efeklltas
ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek rrR=L =alVa HpE—+5°+

hubungan antara pusa dengan

daerah dan antardaerah, potensi dan
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keanekaragaman daerah, serta peluang
dan tantangan persaingan global dalam reN=L=AVRI-~-=atf
kesatuan sistem penyelenggaraan
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PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014

Urusan
Pemerintahan ..@).. ﬂ
 (Pasal9) ssfes “f1° ESENSI SPM
= : = e 1 Adanya jaminan
v ) z T G ¥ 3 Pendidikan m "~ minimum pelayanan
Urusan Urusan ' Pem;i;zhan yang disediakan pemda
Absolut Konkuren Heneen Kesehatan O kepada masyarakat
(Pasal 10) . (Pasalll) [ (pacaizg) 2. Bagi Pemerintah
| | i Pekerjaan Umum dan Daerah: SPM dijadikan
Penataan Ruang G tnial-:I:kurlutk p
Urusan Wajib " Urusan Pilihan memblaya penyeaiaan
(Pasal 12) | (Pasal 12) - @ pelayanan
\ : S Sosial 3. Bagi masyarakat: SPM

| acuan tentang kualitas
| Perumahan Rakyat dan & kuantitas yang

h i

; )/ Urusan Wajib Tidak | Kawasan Permukiman disediakan pemda
Urusan Wajib Terkait . . . .
Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Ketentraman, Ketertiban 4, Jaminan terwujudnya
Casar Umum dan Perlindungan hak individu dan akses

I Mawarakat e masyarakat
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Konsep SPM dalam UU 23/2014 ——

» Standar Jenis dan mutu pelayanan dasar urusan wajib (Penerima Layanan;

Jenis Layanan; dan Mutu/Standar Teknis terkait Layanan, SDM, Sarpras, dan
Bahan)

» Pelayanan Dasar: Pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

» Minimal : minimal yang berhak diperoleh warga negara.

» Konsep minimal bukan merujuk pada kemampuan minimal yang dimiliki oleh

pemerintch  daerah, melainkan merujuk pada kebutuhan yang
pemenuhannya tidak bisa dihindari agar warga negara hidup layak

» Standarisasi Yang Berlaku Secara Nasional dan Petunjuk Teknis ditetapkan
dalam Permen K/L.

» Diberikan Oleh Pemerintah Daerah.
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[1Ini soal memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan
dasar Warga Negara agar hidup layak.

[1Bukan semampunya, bukan alakadarnya, tapi harus
mampu dan belajar memampukan diri.

[INegara mengakses, bukan sekadar membuka
akses.



Mengapa SPM tidak boleh tidak?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

[Pasal 298

(1) Belanja Daerah| diprioritaskan | untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

(4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD
scsual dengan kemampuan keuangan Dacrah |sclelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.




(1)

(2)

Pasal 14

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyusunan rencana pemenuhan | Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud
huruf c¢ dilakukan ole

dalam Pasal 11 ayat (2)
h Pemerintah Daerah agar

Pelayanan Dasar | tersedia secara cukup | dan

berkesinambungan.

Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah

sebagai prioritas belanja Daerah | sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.




o Tema dan Prioritas Nasional . A

Happenas
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Prioritas Nasional

A Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Tema J Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui
p ta " . Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
emerataan
Pembangunan r’j Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan
untuk : Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,
Pertumbuhan n.J Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
Berkualitas”

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air

1L

m Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
rJ Pemilu
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Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Nempriian N/

mEPURLN
INDOKNEELS

Lambatnya penurunan angka kemiskinan

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
(Peringkat HDI Indonesia 2016: 113 dari 188 Negara)

Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan
rentan mendapatkan pelayanan dasar

Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam
mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan
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Percepatan Pengurangan

—

Kemiskinan

Penguatan Pelaksanaan
Bantuan Sosial dan Subsidi
Tepat Sasaran

e o

-

Kegiatan Prioritas PN-1

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan dan Gizi
Masyarakat

Peningkatan Kesehatan
Ibu, Anak, Keluarga
Berencana, dan Kesehatan
Reproduksi

Penguatan Sistem
laminan Sosial

-

Penguatan Literasi
untuk Kesejahteraan

)

Pelaksanaan Reforma

Percepatan Penurunan
Stunting

\

Penguatan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
dan Pengendalian Penyakit

»

AETRTS Peningkatan Akses dan
= Mutu Pelayanan Kesehatan
Pemberian Akses (- 4
Kelola Sumber D.aﬁ Peningkatan Efektivitas
Pergliigr:gii;!iial Pengawasan Obat dan
1 J | Makanan )

Pemerataan Layanan
Pendidikan Berkualitas

}—1

= =
|| Penyediaan Pendidik

yang Berkualitas dan
Merata

L -

: =

Penyediaan Afirmasi

Pendidikan
F i Ty
Penguatan
Kelembagaan Satuan
Pendidikan
L
o .y

Peningkatan Kualitas
Pembelajaran dan
Akademik

Peningkatan Akses
Masyarakat Terhadap

-~

L

Perumahan dan
Permukiman Layak

—

Penyediaan Akses
Hunian Layak dan
Terjangkau

o

-~
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Penyediaan Akses Air
Minum dan Sanitasi
Layak

-

"y

Peningkatan Kualitas
Lingkungan di
Permukiman

LS

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

Peningkatan Tata Kelola

Layanan Dasar

i ™y
Penguatan Layanan
— dan Rujukan Terpadu
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Penguatan Integrasi
‘ Sistemn Administrasi
. Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
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Pencapaian SPM di
Daerah
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Mengapa SPM tidak bisa ditawar?
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